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BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR Q5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS]

Di KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa menara telekomunikasi sebagai salah satu iAfrastruktur
utema dalam penyelenggaraan dan pemenuhin  kebutuhan
masyarakat bidang komunikasi memerlukan ketersedigan lahan,
bangunan, berdasarkan cell planning dan ruang udara,
memperhatikan  faktor keamanan, lingkungan  kesehatan
masyarakat dan estetika lingkungan, saat ini belum adanya aturan
yang mengikat untuk mengatur, menata dan mengendalikan
pembangunan menara telekornunikasi  di Kabupaten Maluky
Tengah, maka perlu pengendalian menara telekomunikasi:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketribusi
Pengendalian  Menara Telekomunikasi di Kabupaten Malukuy
Tengal;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang.--
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat ! dalam Wilayah Daerah

Swatantra Tingkat T Maluku ([Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikas;
(Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3881);

Undang-Undang Nemor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 teritang
Permbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Baratr [Lembaran Negara Tahun 2000
Nomar 174, Tambahan Lembaran Negara Normor 3806}
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
{Lembaran Negara Tahun 2502 Nomor 139, Tamhahan Lembaran
Negara Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang PFembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku {Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nemoer 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
[Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan I_aembaran
Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 1nfurma'3.1 dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4956);

Undang{indang Nomor 28 Tahun 2009 tentnag Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang—Undéng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahi:n 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Womor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Noumor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4679);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Peruhahan
Batas Wilayah Kotammadya Daerah Tingkat [I Ambon (Lembaran
Negara Tahun 1978 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3137);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi [Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Ortat Satelit (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan [Dacrah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4578);



18. Peraturan Pemecrintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Izin
Lingkungan {Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5285);

19. Peraturan  Pemerinah Nomor 82 Tahun 2012  tentang
Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik [Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5348);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaren Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887];

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036);

22. Peraturan Daergh Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Maluku Tengah {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKL! TENGAH
dan ; :
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah K.ab.upaten Maluku Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengparaan Urusar Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan FPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otcnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerah sebagai  Unsur ~penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
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Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Oronomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerazh otonom untuk
mengatur dan mengurus sendini Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan
masyarakat setemnpat dalam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik, yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perserpan terbatas, perseroan komanditer, persercan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMM}atau badan usaha milik daerah . (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organsisasi massa, crganisasi sosial politik
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah.

Pejabat adalah Pegawail vang diberi tugas terfentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang beslaky.

Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan -Perundang-undangan vang
berlaku.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimazan
dari setipa informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara
dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio dan/atau elektromagnetik lainnya.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kégiatan penyediaan dan pelayanan
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-
bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atay
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung
yang diperlukan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa
rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa
simpul, dimana fungsi, dimensi dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Tingg Menara adalah tinggi konstruks: menara yang dihitung dan peletakannya.

Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
rada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yvang disediakan atau diberikan
aleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutmya disebut
Retribusi adalah pungutan yang dikenakan atas penyelengparaan, pengawasan
dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yvang diberikan oleh Pemerintah
Dacrah untuk menara telekomunikasi.

Surat Ketetapan Retribusi Dagrah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLEB, adalah surat keletapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

4



21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/fatau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

23. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpitnan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarmya retribusi serta yang terutang
sampal kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
Fenyetorannya.

24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan vang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
mernemukan tersangkanya.

23. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dj lingkungan Pemerintah
Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya d{singkat KB  adalah nilaj
persentase yang didapat dengan membandingkan luas lantai dasar dengan luas
kavling.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekemunikasi dipungut retribusi
sebagal pembayaran atas pemanfazian tata ruang untuk menara telekomunikasi.

Pagal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunnikasi, adalah Pemanfaatan Ruang
untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,
dan kepentingan umum. '

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atan Badan yang mendapatkan manfaat ruang
untuk menara telekomunikasi. :

" BAB 11
ASAS-ASAS TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA
Pasal 5

Pengendahian menara berdasarkan asas kaidah tata ruang, kemanfaatan
keberlanjutan, keselamatan, keindahan dan keserasian dengan lingkunganmya, serta
kejelasan informasi dan identitas rmmenara.



Pasal 6

Pengaturan penyeienggaraan menara bertujuan untuk -

mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
mewujudkan menara yang menjamin keandalan barigunan menara sesuai dengan
asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan
lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;

mewljudkan ketertiban dan penyelesaian menara,

mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 7

Penyelenggaraan menara didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut

da.

b

(1)

2)

(1)

(2)

(3]

pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan Kinerja
cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk
menara secara efisien dan resike yang minimai:

pemanfaatan rvang untuk infrastrultur dalam penyelengparaan telekomunikasi
harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi,
pPenggunaan menara maupun desain jaringannya,

pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi  salah  satu

Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan Pajak sesual dengan nilai
ekonomisnya.

BAB [V

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN
DAN PERSEBARAN MENARA

Fasal B

Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal {monopole,
menara tiga kaki dan menara empat kaki: b

[

Desain dan konstruksi dari tiga jenis menara sebagaimang dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuai dengan tipe
tanah) dengan peletakannya.

Paszl 9

Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan
aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip
penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesei mbangan
pertumbihan industri telekomunikasi.

Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruang dan
pela pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kota yang
tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan
kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban. keserasian lingkungan
sekitar dan kebutuhan telekomunikasi pada urmumnya.

Penempatan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 avat |1} serta kebutuhan masyarakat dalam

mengoptimalkan penataan ruang yang cfektif dan =fisien demi kepentingan
umum.




Pasal 10

(1} Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran
dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.

(2] Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara
yang digunakan para penyelenggara telekomunikast serta aspek-aspek teknis dari
teknologi yang digunakan cleh masing-masing penyelenggaraan telekomunikasi,

(3) Peletakan dan persebaran menara telekomunikasi dibagi menjadi zona dan
kawasan.

(4] Penetapan zona dan kawasan diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah.

Fasal 11

Pembagian Zona sebagaimana dimaksud dalam Fasal 10 ayat (3}, meliputi ;
a Zonal

Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian dan bentuk
scbagal berikut : '

1. Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima
puluh] meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaruran KDB dalam
rencanga detail tata ruang.

2. Penempatan titik lokasi menara diatas bangunarn gedung -

- Sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh
lima) meter.

- Berlantai 5 {lima) sampai dengan 8 (deiapan), ketinggian menara paling tinggi
20 [dua puluh) meter.

- Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara paling tingegi 15 {lima
belas] meter. -

b, Zonall .

Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian dan bentuk
sebagai berikut ;

1. Penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling linggi 60 fenam
puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam
rericana detail tata ruang.

2. Penempatan titik lokasi menara diatas pemnbangunan gedung
- Sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tingé,I‘ES {dua puluh
lima} meter.
- Berlantai 5 (lima] sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi
20 {dua puluh) meter.

- Berlantai 9 (sembilan} atau lehih, ketinggian menara paling tingei 15 (ima
belas) meter. :



C.

Zona Il :
Bangunan menara tunggal atau rangka, yang penempatan titk lokasinya
dipermukaan tanah yang berada diluar permukiman penduduk/perumahan,
dengan ketinggian menara paling tinggl 75 (tujuh puluh Yima] meter dengan luas
jahan sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang.
BaB V
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 12

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan penduduk
disekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebaga bemkut :

a.

b.

%

o

{1

(2)

Untuk kawasan keselamatan operasi pernerbangan, ketinggian maksimum menara
termasuk penagkal petir menara disesuaikan dengan aturan zena KKOP;

Jarak minimum menara vang berdiri sendir d1atas tanah atau air terhadap
bangunan terdekat disekitarnva;

Konstruksi dar: material menara harus memenuhi staﬂda_r dan peraturan vang
berlaku;

Menara wajib dilengkapi dengan pendukung minimal;

Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yvang jelas;

Setiap rencana pembangunan menara yvang berdin sendinn harus didahuluil
dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimuns;

Menara yang berdiri pada permukaan tanah (green field] harus memenuhi kriteria
desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasi direncanakan
kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlaku dan memenuhi
prinsip perencanaan Kapasitas (capacity design];

Konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi
syarat-gyarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya;

' Pasal 13

Menara yang berdiri diatas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus
dilindungi dengan pagar.

Ketentuan mengenal pagar atau bangunan—bangunan perlindungan lainnya
mengikuti Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 14

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka :

a.

B,

Tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi
untuk meningkatkan cakupan layanan (overed), kapasitas maupun kualitas, dan
tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan selitar,

Jarak minimum antara menara BTS disesuaikan dengan aspek tekmis dari
teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara
telekomunikasi.



Pasal 15

Untuk menjamin kesefasian menara dengan bangunan dan lingkungan disekitarnya,
maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur vang
gserasi dengan lingkungan.
BAE VI
GOLONGAN RETRIBUESI
Pasal 16

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa
Umum -

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Fasal 17

1] Tingkat penggunaan jasa divkur berdasarkan :

a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi selama 1 {satu) tahun;

b. Indeks vanabel jarak tempuh; dan
¢. Indeks variabel jenis konstruksi menara.

{2] Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2
dua) kali dalam 1 {satu) tahun.

(3] Indeks variabel jarak termnpub ditetapkan sebagai berikut :
a. Dalam Kota indekas 0,9
L. Luar Kota indeks 1,1,

{4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai herikut :

a. Menara Fole indeks 0,9
b. Menara 3 kaki  indeks 1
¢. Menara 4 kaki indeks 1,1.

BAB V1II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIEUS!

~ Pasal 18

{1) Prinsip dan sasaran dalam penempatan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup
scbagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian rmmenara
telekomunikasi. :

{2} Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl biaya
operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.



BAB X
STRUKTUR DAN BESF&R NYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tarif Tunggal ditetapkan
berdasa:kan jumlah menara x jumlah kunjungan per tahun.

(2} Ketribusi pengendalian menara telekomunikasi Tanf vYanabel ditetapkan dengan
formulasi sebagai berikut :

RPMT = Jumiah indeks variabel x Tarif Retribusi
Jumlah Vanabel

Atay

RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi.

Fasal 20

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat {2} ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan dengan
-memperhatikan indeks harga dan perkembangan pereskonumian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 22

{l)] Retribusi dipungut dengan menggunakan SI{RD atau Dokumen Iainl yang
dipersamakan.

(2] Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara
brulo ke Kas Daerah puling lama 1 x 29 jam kecuah hari libur dapat dilakukan
pada hari kerja pertama benkutnya.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi  Pengendalian  Menara
Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB XII
MASA RETRIBUS| DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 23

(1] Masa retribusi pengendatian menara telekomunikasi adalah 3 (tiga} Tahun.

(2) Saat relnbusi terutang adalah pada saat d:tetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
BAB XIIT
CARA PERHITUNGAN RETRIE;US!

Pasal 24
Besarnya retribusi terutang dihitunlg dengan cara mengalikan tarif dasar retribusi
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat {1} dan ayat (2]

BAB X1V

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pagsal 25

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 26

{1] Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib rtetnibusi untuk
menggangsur retribusi terutang dalam jangka tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dlbenkan tanda
bukti pembayaran yang sah. -

(2] Setiap pembayaran dicatat dibuku penenmaarn.

(3} Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan olch Bupati.

BAB XV

TATA CARA TEGURAN PEMEAYARAN RETRIBUS]
Pasal 28
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(1)

(2]

(3]

(1
(2}

(1)

(2)

(3)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanakan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14
[empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 14 {empat belas] hari kalender setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajih retribusi harus melunasi
relribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupat atau
pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29

Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.

Tata cara pemberian Keringanan ataw pembebasan retnbust sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku. :

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
Pasal 30

Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.

Subjek relribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga uwang dan kenaikan retribusi yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau
bukan karena kesalahannya.

Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
ketetapan retribusi.

BAE XVIII
JAMINAN KESELAMATAN
Pasgl 31

Pernilik menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada
warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat
kewilayahan.

Pasal 32

Pemilik menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga
sckitar menara menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan selkotar
mMenara.
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Pasal 33

Besaran ganti rug yang diakibatkan dari kegagalan strukiur menara mengacu pada
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Sepala bentuk ganti g dari gangguan atau kerugian yang diombulkan sebagai
akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan
dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan
pembangunan.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PENGEND&LIPLN

Pasal 35

(1] Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh Dinas
vang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan dengan melibatkan peran
masyarakat.

(2] Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat
yvang ditunjuk DBupati berdasarkan lapeoran penyampaian dari Dinas yang
mengeluarkan izin, aparat kewilayahan dan/atau masyarakat.

(3] Penyidikan terhedap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian
menara dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penvidik Pegawal Neger Sipil
(PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

(4! Penertiban dan pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang
bertentangan dengan peraturan ini, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
dengan dibantu Carnat dan Lurah setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan
hiasil penyidikan. '

BAR XX
KETENTUAMN FENYIDIKAN
Fa=al 36

(1) Pejabat Pegawai Negert Sipil tertentu di lingkungan Petnerintah Daerah diberikan
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana
dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2] Penyidik sebagaiimana dimaksud pada avat (1) adalah pejabat pegawai'neEeﬁ
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat vang
berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah :

4. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelhiti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
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{4]

(1)

(3)

(4)

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
+ dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; -

¢. meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan . tindak pidana dibidang perpgjakan Daerah dan
Retribusi; : .

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

€. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukt pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi:

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
-atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
idenititas orang, badan, dan/atau dokumen yvang dibawa;

h. memotret scseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
dan Retrihusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau salsi;

1. menghentikan penyidikan,; dan /atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancarana penyidikan tindalk
pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memberitahukan dimulainya,
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umurmn,
melaiut Penyidilk Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan ysng diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi
yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan
sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan
membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)|
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penyedia menara yang telah membangun menara tanpa dilengkapi dengan
perizinan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah].

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi
sebagaimana dimaksud delam Pasal 9 schingga merugikan keuangan Daerah
diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3
(tiga] kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Titidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2] dan ayat (3] pasal
ini adalah pelanggaran.
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(5] Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat (3}
batk berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan
kerugian bagi Pemerintah Kabupaten, orang pribadi, badan atau pihak lain atau
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
sesuail dengan ketentuan perundang-undangan.

(6} Lenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} merupakan pen¢rimaan Negara,

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 87, Junf 2018

LUKU TEHGAH,

Diundangkan di Masohi
pada tanggal QQ, \Ji/af¢ 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 193

NOREG PERATURAN TIAERAE KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINEI MALUKU @ (3/14/2Q15}
NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKY TENGAM : 0% TAHUN 2018 .
NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALURU TENGAH : 18R.34/3089 TAHUN 2018
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1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
D1 KABUPATEN MALUKU TENGAH

FENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah bidang
Pajak Daerah dan Retibusi Daerah harus ditinjau wulang dan harus
menyesyaikan dengan Undang-Undang tersebut,

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan otoriomi daerah dimana
dituntut menajemen pelayanan umum sebagai refleksi dari penyelenggaraan
Otonomi Daerah dan adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
dibutuhkati sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiltki kabupaten berpijak pada perpaduan
pelayanan umum yang akan melahirkan perizinan dan retribusi baik secara
pengakuan baik secara pengakuan maupun secara penyerahan untulc
peningkatan pelayanan umum pada satu sisi dan -sisi lain  dibutuhkan
peningkatan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang diatur da_tam
Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pemikiran diatas dan demi peningkatan Pendapatan
Asli Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tengah tentang Retnbusz Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Maluku Tengah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Praal 4
Cukup jelas



.*-

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 :
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2]

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Paszal 13
Cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Fasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Fasal 21
Cukup jelas

FPasal 22
Cukup jelas



Fasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Culup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Masal 29 :
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas



